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Abstrak 

Evidence is a crucial aspect in the criminal justice system because it determines 
whether a crime is proven or not, including in cases of murder. Along with the 
development of science and technology, the Scientific Crime Investigation (SCI) 
method has emerged as a modern investigative approach that prioritizes scientific 
evidence to uncover material truth. This study aims to: (1) analyze the legal 
provisions of the Scientific Crime Investigation (SCI) method in proving murder 
crimes; (2) examine the application of this method in the field; and (3) describe its 
implications for the criminal evidence system in Indonesia. The research methods 
used are normative juridical and empirical juridical. The normative juridical 
approach is used to examine the legal basis which includes the Criminal 
Procedure Code, Law Number 2 of 2002 concerning the Indonesian National 
Police, and various technical police regulations governing the use of scientific 
evidence. Meanwhile, the empirical juridical approach is used to describe the 
practice of applying Scientific Crime Investigation (SCI) in investigating murder 
cases through field data collection and interviews. The analysis is conducted 
descriptively and qualitatively to assess the conformity between normative 
provisions and the reality of implementation. The research findings indicate that 
the Scientific Crime Investigation method has a strong legal basis in the 
Indonesian criminal justice system and plays a crucial role in strengthening 
evidence based on material truth. The application of Scientific Crime Investigation 
(SCI) in the field includes crime scene security, physical evidence collection, 
forensic examination, digital reconstruction, and the preparation of case files 
based on scientific evidence. Although proven to increase the effectiveness of 
investigations, its implementation remains hampered by limited laboratory 
facilities, human resources, and coordination between law enforcement agencies. 
In terms of implications, the application of the Scientific Crime Investigation (SCI) 
method strengthens the legal negative evidence system (negative wettelijk 
stelsel) by providing an objective basis for judicial convictions, preventing 
wrongful convictions, ensuring the protection of human rights, and increasing 
public trust in the criminal justice system. Thus, the Scientific Crime Investigation 
(SCI) method serves not only as a technical instrument but also as a symbol of the 
modernization of criminal law based on science and technology. The application 
of Scientific Crime Investigation (SCI) is a strategic step towards a transparent, 
accountable, and substantively just justice system. 
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Offense, Criminal Law. 
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PENDAHULUAN  
Delik pembuktian dalam delik sangat penting dan krusial. Terkadang dalam menangani 

suatu kasus, saksi-saksi, korban dan pelaku diam dalam pengertian tidak memberikan keterangan, 
sehingga membuat pembuktian menjadi hal yang penting. Pembuktian memberikan landasan dan 
argumen yang kuat kepada penuntut umum untuk mengajukan tuntutan. Pembuktian juga di 
pandang sebagai suatu yang tidak memihak, objektif, dan memberikan informasi kepada hakim 
untuk mengambil kesimpulan suatu kasus yang sedang disidangkan (Loway, 2022).  Terlebih dalam 
perkara pidana, pembuktian sangatlah esensial karena yang di cari dalam perkara pidana adalah 
kebenaran materiil atau dengan kata lain adalah kebenaran yang sesungguhnya (Prakoso, 2015). 
Oleh karena itu, sistem pembuktian dalam hukum acara pidana tidak hanya berfungsi sebagai 
sarana formil untuk menentukan bersalah atau tidaknya seorang terdakwa, melainkan juga sebagai 
instrumen utama dalam menegakkan prinsip keadilan dan kepastian hukum. 

Berbeda dengan pembuktian perkara lainnya, pembuktian dalam perkara pidana 
pembunuhan sudah dimulai dari tahap pendahuluan, yakni penyelidikan dan penyidikan 
(Kharismawati et al, 2024). pada tahap pendahuluan tersebut, tata caranya jauh lebih rumit bila 
dibandingkan dengan hukum acara lainnya. Penyelesaian perkara pidana meliputi beberapa tahap, 
yakni tahap penyelidikan dan penyidikan di tingkat kepolisian, tahap penuntutan di kejaksaan, 
tahap pemeriksaan perkara tingkat pertama di pengadilan negeri, tahap upaya hukum di 
pengadilan tinggi serta Mahkamah Agung, kemudian tahap eksekusi oleh eksekutor jaksa penuntut 
umum (Rinaldi, 2022). Pembuktian perkara pidana menyangkut beberapa instansi, yakni 
kepolisian, kejaksaan dan pengadilan (Eddy, 2016). Setiap tahap tersebut memiliki mekanisme dan 
tanggung jawab hukum yang berbeda, tetapi saling berkaitan dalam upaya mewujudkan kebenaran 
materiil. Dalam konteks ini, pembuktian tidak hanya menjadi instrumen yuridis untuk menilai 
kesalahan terdakwa, tetapi juga berfungsi sebagai proses integratif yang menjamin akuntabilitas 
penegakan hukum. Oleh karena itu, koordinasi antarlembaga penegak hukum menjadi sangat 
penting agar setiap alat bukti yang dikumpulkan sejak tahap penyelidikan hingga pemeriksaan di 
pengadilan memiliki kesinambungan dan validitas yang kuat. 

Sebagai salah satu perangkat hukum yang menjadi dasar bagi aparatur penegak hukum 
dalam melaksanakan tugas penegakan hukum pidana yang merupakan bagian dari politik kriminal, 
KUHAP tidak terlepas dari aspek social yang menyangkut perkembangan masyarakat (Ariyanti, 
2018). Oleh karena itu, keberadaan KUHAP harus senantiasa dikaji dan disesuaikan dengan 
dinamika sosial serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam konteks penegakan hukum 
modern, pendekatan konvensional yang hanya berorientasi pada formalitas hukum positif tidak 
lagi memadai untuk menjawab kompleksitas kejahatan kontemporer. Perkembangan masyarakat 
yang semakin maju, ditandai dengan meningkatnya kejahatan yang bersifat transnasional dan 
berbasis teknologi, menuntut hadirnya sistem pembuktian yang objektif, akurat, dan dapat 
dipertanggungjawabkan secara ilmiah. 

Persoalan pembuktian dalam sidang pengadilan memegang peranan penting dalam proses 
pemeriksaan perkara delik pembunuhan, serta merupakan titik sentral pemeriksaan perkara dalam 
sidang pengadilan. Melalui pembuktian ditentukan nasib terdakwa, karena dengan pembuktian 
inilah dapat diketahui apakah terdakwa benar melakukan delik yang ditentukan dan bentuk pidana 
yang akan dijatuhkan kepada terdakwa yang telah benar terbukti bersalah. Apabila pembuktian 
dari alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang tidak cukup untuk membuktikan kesalahan 
yang didakwakan, maka terdakwa dibebaskan dari segala hukuman, dan sebaliknya jika kesalahan 
terdakwa ternyata dapat dibuktikan, maka terdakwa akan dinyatakan bersalah dan kepadanya 
akan dijatuhkan hukuman pidana (Ante, 2013). Dengan demikian, penerapan metode ilmiah dalam 
setiap tahapan pembuktian merupakan kebutuhan mendasar guna memastikan proses peradilan 
pidana berjalan objektif, transparan, dan berkeadilan. 

Hakikat pembuktian adalah penggunaan alat-alat bukti yang sah sebagaimana ditentukan 
dalam undang-undang untuk membuktikan ada atau tidaknya kesalahan terdakwa. Seperti yang 
diatur dalam Pasal 184 KUHAP (Ipakit 2015). Alat-alat bukti memiliki peran sentral dalam proses 
menemukan kebenaran materiil dalam suatu perkara pidana. Oleh sebab itu, secara praktik teoritik 
suatu alat bukti harus digunakan dan diberikan penilaian secara cermat untuk tercapainya 
kebenaran sejati tanpa mengabaikan hak-hak asasi terdakwa. 

Salah satu metode yang digunakan dalam mengungkap suatu tindak pidana pembunuhan 
adalah Science Crime Investigation (SCI), merupakan suatu metode pendekatan penyidikan dengan 
mengedepankan berbagai disiplin ilmu pengetahuan guna mengungkap suatu kasus yang terjadi. 
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Penggunaan metode SCI, pengakuan tersangka ditempatkan pada urutan terakhir dari alat bukti 
yang akan diajukan ke pengadilan, karena metode Scientific Crime Investigation (SCI)  
menitikberatkan analisis yang melibatkan berbagai disiplin ilmu pengetahuan guna mengungkap 
suatu tindak kejahatan (Rombot 2024). Penegakan hukum pidana harus melalui beberapa tahap 
yang dilihat sebagai suatu usaha atau proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai 
suatu tujuan tertentu yang merupakan suatu jalinan mata rantai aktifitas yang tidak termasuk 
bersumber dari nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan pemidanaan (Daeng et al. 2023). 
Berdasarkan hal tersebut, maka dalam pengungkapan suatu delik pembunuhan dilakukan 
berdasarkan prosedur atau tahapan tindakan polisional yang meliputi penyelidikan dan penyidikan 
oleh aparat Kepolisian Republik Indonesia guna mencari kebenaraan materiil, dikenal adanya 
metode scientific crime investigation.  

Sesuai Pasal 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik 
Indonesia yang menyebutkan bahwa salah satu tugas kepolisian adalah melakukan penyidikan 
(Gede Budiarta et al, 2021). Penyidikan diatur dalam Pasal 1 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum 
Acara Pidana yang menjelaskan bahwa “penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam 
hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan 
bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya (Yusefin & Chalil, 2018). Dengan demikian, 
baik ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 maupun dalam KUHAP memberikan 
dasar hukum yang jelas bahwa proses penyidikan harus dilakukan secara sistematis, profesional, 
dan berdasarkan metode ilmiah guna menjamin tercapainya kebenaran materiil. 

Scientific crime investigation memilik peran vans sansat pentins untuk pengungkapan suatu 
delik dalam rangka penegakan hukum yang profesional dan berkeadilan. Metode scientific crime 
investigation yang dituangkan dalam bentuk nyata melalui pemeriksaan secara laboratoris forensik 
dan keterangan ahli forensik kepolisian menjadi titik sentral dalam menghubungkan keterkaitan 
pelaku, korban, dan barang bukti dengan TKP sehingga konstruksi pembuktian tindak pidana 
pembunuhan menjadi lebih kuat dan dapat memberikan keyakinan kepada hakim dalam 
memutuskan suatu perkara dengan adil dan sesuai dengan fakta-fakta yang sebenarnya (Rombot 
2024). 

Realita yang ada hingga saat ini menunjukkan bahwa masih sering terjadinya persoalan 
hukum yang berkaitan dengan kasus delik pembunuhan, sehingga penerapan scientific crime 
investigation dalam pengolahan TKP (Tempat Kejadian Perkara) sangat penting untuk dilakukan 
dalam pembuktian delik pembunuhan. Oleh karena itu,  penelitian ini  menarik untuk dikaji lebih 
mendalam guna menemukan sejauh mana efektivitas penerapan metode scientific crime 
investigation mampu memberikan kontribusi terhadap peningkatan kualitas penyidikan, 
pembuktian, serta penegakan hukum yang berkeadilan. Kajian ini juga diharapkan dapat mengisi 
kekosongan literatur hukum pidana terkait integrasi ilmu pengetahuan dan teknologi dalam sistem 
pembuktian, sekaligus memberikan rekomendasi yuridis bagi aparat penegak hukum dalam 
mengoptimalkan penggunaan pendekatan ilmiah untuk mewujudkan kebenaran materiil dalam 
perkara pembunuhan. 
 
METODE 

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan 
yuridis normatif yaitu suatu prosedur ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika 
keilmuan dari sisi normatif yang objeknya adalah hukum itu sendiri (Efendi and Ibrahim, 2018).  
Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk menelaah ketentuan hukum yang menjadi dasar 
penerapan Scientific Crime Investigation (SCI), seperti KUHAP, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 
2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta berbagai peraturan Kapolri terkait 
penyidikan dan penggunaan bukti ilmiah. Adapun pendekatan yuridis empiris digunakan untuk 
menganalisis penerapan metode Scientific Crime Investigation (SCI) dalam praktik pembuktian 
delik pembunuhan melalui berbagai sumber, berkaitan dengan konteks penelitian ini.  
Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan penelitian lapangan, sedangkan 
analisis data menggunakan metode deskriptif-kualitatif dengan membandingkan ketentuan 
normatif dan kondisi empiris. Metode ini digunakan untuk menggambarkan sejauh mana 
penerapan Scientific Crime Investigation telah sesuai dengan prinsip hukum acara pidana dan 
efektivitasnya dalam meningkatkan kualitas pembuktian tindak pidana pembunuhan di Indonesia. 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 
Pengaturan Hukum tentang Metode Scientific Crime Investigation dalam Pembuktian Delik 
Pembunuhan 
a. Landasan Normatif dan Konseptual 

Metode Scientific Crime Investigation (SCI) merupakan pendekatan ilmiah yang 
menitikberatkan pada penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mengungkap tindak 
pidana (Rombot 2024). Dalam konteks sistem hukum Indonesia, landasan normatif penerapan 
metode ini berakar pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), khususnya Pasal 1 
angka (2) yang mendefinisikan penyidikan sebagai serangkaian tindakan penyidik untuk mencari 
dan mengumpulkan bukti guna menemukan tersangkanya. Artinya, sejak awal, KUHAP telah 
menegaskan bahwa penyidikan tidak semata mengandalkan pengakuan, melainkan harus berbasis 
bukti yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan ilmiah. 

Pasal 184 KUHAP mengatur alat bukti yang sah, yaitu: (1) keterangan saksi; (2) keterangan 
ahli; (3) surat; (4) petunjuk; dan (5) keterangan terdakwa (Helmawansyah 2021). Kelima alat bukti 
ini tidak bersifat eksklusif, melainkan dapat diperkuat oleh bukti ilmiah yang bersumber dari hasil 
pemeriksaan laboratorium forensik, visum et repertum, hasil uji DNA, rekonstruksi tempat kejadian 
perkara (TKP), serta keterangan ahli forensik. Bukti-bukti tersebut memiliki posisi strategis dalam 
memperkuat keyakinan hakim terhadap kebenaran materiil suatu perkara. Dalam konteks 
perkembangan hukum acara pidana modern, bukti ilmiah yang diperoleh melalui metode Scientific 
Crime Investigation tidak hanya berfungsi sebagai pelengkap, tetapi juga sebagai alat pembuktian 
pendukung (corroborative evidence) yang memiliki nilai objektivitas tinggi. Penggunaan hasil 
analisis forensik dan teknologi ilmiah mampu menembus keterbatasan alat bukti konvensional, 
terutama dalam perkara pembunuhan yang minim saksi atau tidak terdapat pengakuan dari 
tersangka. Dengan demikian, kombinasi antara alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 184 
KUHAP dan bukti ilmiah hasil metode Scientific Crime Investigation akan menghasilkan sistem 
pembuktian yang lebih komprehensif, akurat, dan menjamin tercapainya kebenaran materiil secara 
rasional serta sesuai dengan prinsip keadilan substantif dalam hukum pidana Indonesia. 

Selain KUHAP, dasar hukum lain yang memperkuat penerapan metode Scientific Crime 
Investigation ialah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik 
Indonesia, khususnya Pasal 13 yang mengatur fungsi pokok Polri sebagai penegak hukum, 
pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat (Warman et al, 2022). Pasal 14 ayat (1) huruf (g) 
menegaskan tugas Polri dalam melakukan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan, yang mencakup kewajiban menggunakan pendekatan ilmiah demi 
objektivitas hasil penyidikan. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan metode ilmiah dalam proses 
penyidikan bukan sekadar pilihan teknis, tetapi merupakan perintah normatif yang mengandung 
konsekuensi yuridis dan etis bagi aparat penegak hukum. Penerapan metode ilmiah menjadi 
indikator profesionalitas dan akuntabilitas kinerja kepolisian, sekaligus wujud implementasi 
prinsip due process of law dalam sistem peradilan pidana. Dengan demikian, SCI bukan hanya 
instrumen bantu dalam pembuktian, tetapi juga bagian integral dari mekanisme penegakan hukum 
yang modern, transparan, dan berbasis pada keilmuan hukum serta keadilan substantif. 

Lebih jauh, Peraturan Kapolri tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, serta 
Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri tentang Pedoman Penggunaan Ilmu Forensik, 
menjadi payung hukum teknis dalam penerapan metode Scientific Crime Investigation (Rombot 
2024). Regulasi-regulasi tersebut menekankan pentingnya validasi bukti ilmiah, pemanfaatan 
teknologi digital forensik, dan sinergi dengan lembaga laboratorium kriminalistik sebagai bagian 
dari sistem pembuktian pidana modern. Dengan adanya ketentuan tersebut, proses penyidikan 
yang berbasis ilmiah tidak lagi dipandang sekadar sebagai pendekatan tambahan, melainkan 
sebagai kebutuhan mutlak dalam menjamin objektivitas, akurasi, dan integritas pembuktian. 
Regulasi ini sekaligus menandai pergeseran paradigma penegakan hukum pidana di Indonesia dari 
sistem yang bersifat konvensional dan subjektif menuju sistem yang berbasis keilmuan, transparan, 
serta berorientasi pada pencarian kebenaran materiil.  

Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa penerapan metode Scientific Crime 
Investigation memiliki legitimasi hukum yang kuat. Pendekatan ini sejalan dengan asas due process 
of law, di mana setiap proses penyidikan harus dilakukan dengan menjunjung tinggi prinsip 
objektivitas, akurasi, serta perlindungan hak asasi manusia. Lebih dari itu, metode ini juga 
merupakan perwujudan konkret dari cita hukum (rechtsidee) yang menempatkan kebenaran 
materiil sebagai tujuan utama peradilan pidana. Dengan penggunaan metode ilmiah, penyidikan 
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tidak lagi bertumpu pada subjektivitas aparat, melainkan pada hasil verifikasi ilmiah yang dapat 
diuji secara rasional dan empiris. Pendekatan ilmiah dalam penyidikan ini menjadi simbol 
kemajuan sistem hukum Indonesia menuju penegakan hukum yang modern, transparan, dan 
akuntabel, serta sejalan dengan semangat reformasi peradilan yang mengedepankan 
profesionalisme dan integritas penegak hukum. Dengan demikian, penerapan metode Scientific 
Crime Investigation bukan hanya kebutuhan teknis dalam pembuktian perkara, tetapi juga 
manifestasi moral dari tanggung jawab negara untuk menjamin keadilan substantif bagi setiap 
warga negara. 
b. Urgensi Pengaturan Scientific Crime Investigation (SCI) dalam Konteks Hukum Pidana 
Modern 

Perkembangan kejahatan yang semakin kompleks menuntut perubahan paradigma dalam 
sistem peradilan pidana. Kejahatan pembunuhan, misalnya, kini tidak lagi sederhana, melainkan 
sering melibatkan modus operandi yang sulit diungkap tanpa dukungan bukti ilmiah. Dalam 
konteks ini, metode Scientific Crime Investigation (SCI) tidak hanya bersifat pelengkap, tetapi 
menjadi fondasi utama pembuktian modern (Warman et al. 2022). Scientific Crime Investigation 
(SCI) berperan sebagai instrumen transformasi penegakan hukum yang menuntut kolaborasi 
antara penyidik, ahli forensik, dan lembaga peradilan dalam kerangka sistem peradilan pidana 
terpadu.  

Menurut (Andasia et al. 2025), Pendekatan ini memiliki dua fungsi utama: 
1. Fungsi preventif, yaitu memberikan efek jera dengan menunjukkan bahwa setiap tindak 

pidana dapat diungkap melalui bukti ilmiah yang akurat. Dalam artian bahwa metode 
Scientific Crime Investigation menegaskan tidak ada kejahatan yang sempurna atau tidak 
dapat terungkap. Teknologi forensik modern mampu merekam jejak sekecil apa pun yang 
ditinggalkan pelaku di tempat kejadian perkara, sehingga memberikan pesan kuat kepada 
masyarakat bahwa setiap tindakan kriminal pasti meninggalkan bukti. 

2. Fungsi represif, yaitu memperkuat efektivitas penegakan hukum dan mencegah terjadinya 
miscarriage of justice akibat kesalahan identifikasi pelaku. Dalam konteks ini, metode 
Scientific Crime Investigation berperan sebagai instrumen yang menjamin keadilan 
substantif karena hasil penyidikan tidak lagi bergantung pada pengakuan tersangka 
semata, tetapi pada bukti ilmiah yang objektif dan dapat diuji kebenarannya. Pendekatan 
ilmiah ini mengurangi risiko terjadinya kekeliruan dalam identifikasi pelaku atau 
penetapan kesalahan hukum, sehingga meminimalkan kemungkinan terjadinya vonis 
terhadap orang yang tidak bersalah (wrongful conviction).  
Pendekatan ini menempatkan kebenaran ilmiah sejajar dengan kebenaran yuridis, 

sehingga proses pembuktian tidak lagi sekadar formalitas hukum, tetapi menjadi proses ilmiah 
yang objektif, transparan, dan akuntabel. Dengan demikian, penerapan metode Scientific Crime 
Investigation (SCI)  diharapkan mampu meminimalisasi kekeliruan dalam proses peradilan, 
memperkuat keadilan substantif, serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi 
penegak hukum di Indonesia. Metode Scientific Crime Investigation (SCI) juga mendukung 
implementasi asas kepastian hukum (lex certa), asas keadilan (ius aequum), dan asas kemanfaatan 
(utilitas) dalam sistem hukum pidana Indonesia. Dengan memanfaatkan teknologi forensik, hasil 
penyidikan tidak hanya bersifat spekulatif, tetapi dapat diuji secara objektif dan empiris. 
Penerapan Metode Scientific Crime Investigation dalam Pembuktian Delik Pembunuhan di 
Lapangan 
a. Tahapan Penerapan di Lapangan 

Berdasarkan hasil penelusuran peneliti dalam berbagai sumber, diungkapkan bahwa 
penerapan metode Scientific Crime Investigation umumnya dilakukan melalui beberapa tahapan 
utama sebagai berikut: 

1. Tahap Pengamanan TKP (Tempat Kejadian Perkara).  
Tahapan awal penyidikan dimulai dengan pengamanan lokasi kejadian. Aparat kepolisian 
melakukan sterilisasi area untuk menghindari kontaminasi bukti (Setiawati et al, 2024). 
Semua aktivitas di TKP harus mengikuti protokol standar Scientific Crime Investigation 
(SCI), termasuk pengambilan foto, perekaman video, serta pencatatan posisi benda dan 
kondisi korban. Langkah awal ini sangat menentukan keberhasilan seluruh rangkaian 
proses penyidikan, karena setiap kesalahan dalam penanganan TKP dapat mengakibatkan 
hilangnya nilai pembuktian dari barang bukti yang ditemukan. 

2. Tahap Pengumpulan dan Pengujian Bukti Fisik. 
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Pada tahap ini dilakukan pengumpulan bukti fisik seperti sidik jari, bercak darah, rambut, 
atau benda tajam yang digunakan pelaku (Alwana et al, 2024). Bukti-bukti tersebut 
kemudian dikirim ke laboratorium kriminalistik untuk dilakukan analisis kimia, biologi, 
dan fisika. Misalnya, uji DNA digunakan untuk memastikan hubungan biologis antara 
pelaku dan korban. Hasil analisis laboratorium tersebut memiliki nilai pembuktian yang 
sangat tinggi karena bersifat objektif dan dapat diverifikasi secara ilmiah. 

3. Tahap Pemeriksaan Forensik dan Keterangan Ahli. 
Hasil pemeriksaan laboratorium kemudian disertai dengan keterangan ahli forensik yang 
dituangkan dalam visum et repertum (Christina et al, 2024). visum et repertum merupakan 
representasi dari kolaborasi antara dunia kedokteran dan hukum yang berfungsi 
mengungkap kebenaran materiil secara objektif. Dokumen ini memiliki kekuatan hukum 
sebagai alat bukti surat dan alat bukti ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 KUHAP. 
Keterangan ahli forensik dalam dokumen tersebut tidak hanya menjelaskan sebab-sebab 
kematian korban, tetapi juga menegaskan hubungan kausalitas antara tindakan pelaku 
dengan akibat yang timbul. Oleh karena itu, nilai pembuktian dari visum et repertum 
memiliki kedudukan strategis dalam proses peradilan, karena memberikan dasar ilmiah 
bagi hakim dalam menilai fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan. 

4. Tahap Rekonstruksi dan Analisis Kriminalistik. 
Polisi melakukan rekonstruksi untuk menggambarkan kembali rangkaian kejadian 
berdasarkan bukti ilmiah. Rekonstruksi dapat dilakukan menggunakan teknologi crime 
scene reconstruction berbasis komputer untuk memastikan keakuratan kronologi peristiwa 
(Darmansyah and Lie, 2024). Pendekatan ini tidak hanya berfungsi sebagai alat bantu 
visualisasi bagi penyidik dan hakim, tetapi juga menjadi sarana verifikasi ilmiah terhadap 
kesesuaian antara keterangan saksi, hasil visum et repertum, dan temuan laboratorium 
forensik. Melalui rekonstruksi berbasis teknologi, proses pembuktian menjadi lebih 
objektif dan transparan, sekaligus meminimalkan kesalahan interpretasi fakta di lapangan. 
Dengan demikian, metode ini memperkuat prinsip kebenaran materiil dalam sistem 
peradilan pidana serta menunjukkan pergeseran paradigma dari penyidikan berbasis 
asumsi menuju penyidikan berbasis bukti ilmiah yang dapat diuji kebenarannya secara 
empiris. 

5. Tahap Penyusunan Berkas Perkara dan Penyampaian ke Kejaksaan. 
Hasil penyidikan yang telah dilengkapi dengan bukti ilmiah diserahkan kepada kejaksaan 
untuk dinilai kelayakannya (P-21). Pada tahap ini, penerapan Scientific Crime Investigation 
(SCI) memperkuat argumentasi yuridis dalam surat dakwaan penuntut umum. 
Melalui keseluruhan tahapan tersebut, terlihat bahwa penerapan metode Scientific Crime 

Investigation (SCI) tidak sekadar menjadi prosedur teknis dalam proses penyidikan, melainkan 
telah berkembang menjadi pendekatan sistemik dan multidisipliner yang menempatkan ilmu 
pengetahuan sebagai instrumen utama dalam mencari kebenaran materiil. Setiap tahap saling 
berkaitan dan membentuk rantai pembuktian yang utuh, mulai dari pengamanan TKP hingga 
penyusunan berkas perkara. Pendekatan ini menuntut integritas, profesionalisme, dan kolaborasi 
antarlembaga penegak hukum agar hasil penyidikan benar-benar memenuhi standar objektivitas 
ilmiah. Dengan demikian, Scientific Crime Investigation (SCI)  tidak hanya meningkatkan efektivitas 
pembuktian dalam kasus pembunuhan, tetapi juga memperkuat legitimasi proses peradilan pidana 
yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan. Penerapan metode ini sekaligus menjadi manifestasi 
nyata dari upaya reformasi hukum acara pidana Indonesia menuju sistem penegakan hukum yang 
berbasis bukti ilmiah (evidence-based justice system). 
b. Analisis Efektivitas dan Kendala Implementasi 

Meskipun secara normatif metode Scientific Crime Investigation (SCI) telah diatur dengan 
baik, pelaksanaannya di lapangan masih menghadapi sejumlah hambatan, antara lain: 

1. Keterbatasan Sarana dan Prasarana Forensik. 
Tidak semua kepolisian daerah memiliki laboratorium forensik yang memadai. Sebagian 
besar pemeriksaan laboratorium masih terpusat di Jakarta atau kota besar, sehingga 
proses pembuktian memerlukan waktu lama dan biaya tinggi (Iqbal et al, 2025). Kondisi 
ini menimbulkan kesenjangan akses terhadap keadilan (access to justice) antara wilayah 
perkotaan dan daerah, karena proses penyidikan di daerah terpencil sering kali tertunda 
akibat kendala teknis dan administratif. Akibatnya, efektivitas penerapan metode Scientific 
Crime Investigation menjadi tidak merata secara nasional. Idealnya, setiap kepolisian 
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daerah memiliki unit laboratorium forensik tersertifikasi agar proses pembuktian dapat 
dilakukan dengan cepat, akurat, dan efisien. 

2. Keterbatasan Sumber Daya Manusia. 
Kompetensi penyidik dan tenaga ahli forensik masih terbatas. Banyak penyidik yang belum 
mendapatkan pelatihan khusus dalam penggunaan teknologi forensik modern seperti 
digital forensic, ballistic analysis, dan chemical trace evidence (Andarek, 2025). Kondisi ini 
berdampak pada rendahnya kemampuan aparat dalam menginterpretasikan hasil uji 
ilmiah secara tepat dan objektif, sehingga kerap kali bukti ilmiah yang sebenarnya kuat 
menjadi kurang optimal dalam proses pembuktian di persidangan. Oleh karena itu, 
peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan berkelanjutan, sertifikasi 
keahlian forensik, serta kerja sama antar lembaga penegak hukum dan perguruan tinggi 
menjadi langkah strategis yang harus dilakukan untuk memperkuat penerapan metode 
Scientific Crime Investigation di Indonesia. 

3. Koordinasi Antarinstansi yang Belum Optimal. 
Proses komunikasi antara kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan sering kali tidak berjalan 
efektif. Akibatnya, bukti ilmiah yang diperoleh penyidik kadang tidak sepenuhnya 
dimanfaatkan dalam proses penuntutan maupun pertimbangan hakim. 

4. Kendala Pembiayaan dan Waktu. 
Pemeriksaan forensik memerlukan biaya tinggi serta waktu analisis yang tidak singkat. Hal 
ini seringkali bertentangan dengan batas waktu penahanan yang diatur dalam KUHAP, 
sehingga menimbulkan dilema antara kebutuhan bukti ilmiah dan kecepatan proses 
hukum. 

5. Kendala Sosio-kultural dan Persepsi Masyarakat. 
Sebagian masyarakat masih beranggapan bahwa pengungkapan kasus kejahatan lebih 
cepat jika dilakukan dengan cara konvensional seperti pemeriksaan intensif terhadap 
tersangka. Padahal pendekatan ilmiah justru mengurangi risiko salah tangkap dan 
pelanggaran hak asasi manusia. 
Namun demikian, terdapat pula sejumlah capaian positif. Sebab, dalam beberapa kasus 

pembunuhan yang ditangani, dalam beberapa literatur menyebutkan serta kaitannya dalam 
konteks penelitian ini, penerapan Scientific Crime Investigation (SCI) terbukti memperkuat 
konstruksi pembuktian dan membantu jaksa dalam merumuskan tuntutan yang akurat. Keterangan 
ahli forensik yang disertai hasil laboratorium memberi keyakinan kuat kepada hakim dalam 
memutus perkara. 

 
 
 

Implikasi Penerapan Scientific Crime Investigation (SCI) terhadap Sistem Pembuktian 
Penerapan metode Scientific Crime Investigation (SCI) membawa perubahan paradigma 

dalam hukum pembuktian. Penelitian ini menguraikan implikasi dari Penerapan Scientific Crime 
Investigation (SCI) terhadap Sistem Pembuktian, diantaranya: 

1. Implikasi terhadap Hukum Acara Pidana 
Penerapan metode Scientific Crime Investigation (SCI) memperkuat paradigma baru dalam 

hukum acara pidana Indonesia. Sistem pembuktian negatif menurut undang-undang (negatief 
wettelijk stelsel) yang dianut KUHAP menjadi lebih operasional karena bukti ilmiah memberikan 
dasar objektif bagi keyakinan hakim (Loway 2022). Dengan demikian, Scientific Crime Investigation 
(SCI) berfungsi sebagai jembatan antara teori pembuktian dan praktik peradilan. Selain itu, 
penerapan Scientific Crime Investigation (SCI) juga berkontribusi pada pencegahan salah vonis 
(wrongful conviction)(Setiawati et al. 2024). Dalam sistem pembuktian tradisional, pengakuan 
tersangka sering dijadikan dasar utama dalam putusan, yang membuka peluang terjadinya 
penyiksaan dan pelanggaran HAM. Scientific Crime Investigation (SCI) mengubah paradigma 
tersebut dengan menempatkan bukti ilmiah sebagai sumber kebenaran utama. Oleh karena itu, 
Scientific Crime Investigation tidak hanya meneguhkan integritas sistem pembuktian, tetapi juga 
memperkokoh posisi hukum acara pidana Indonesia dalam era modernisasi hukum berbasis ilmu 
pengetahuan dan teknologi. 

2. Implikasi terhadap Etika Penegakan Hukum dan HAM 
Metode Scientific Crime Investigation (SCI) berperan penting dalam penegakan hukum yang 

beretika dan berkeadilan (Rombot 2024). Dengan mengedepankan hasil ilmiah, aparat penegak 
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hukum tidak lagi bergantung pada tekanan psikologis atau fisik terhadap tersangka. Pendekatan ini 

memperkuat perlindungan terhadap hak-hak individu sebagaimana diatur dalam Pasal 28G UUD 

1945 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Ketika metode 

Scientific Crime Investigation (SCI) ini diterapkan secara konsisten, maka peluang terjadinya 

penyalahgunaan wewenang, manipulasi alat bukti, atau kriminalisasi individu akan semakin kecil. 

Hal ini menunjukkan bahwa penerapan Scientific Crime Investigation (SCI) bukan semata instrumen 

teknis, tetapi juga sebuah mekanisme moral dan filosofis untuk mewujudkan penegakan hukum 

yang berorientasi pada kemanusiaan dan keadilan substantif. 

3. Implikasi terhadap Kepercayaan Publik dan Reformasi Peradilan 
Scientific Crime Investigation (SCI) tidak hanya berdampak pada aspek teknis pembuktian, 

tetapi juga berimplikasi pada peningkatan kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum 

(Warman et al. 2022). Ketika masyarakat melihat bahwa proses penyidikan dilakukan secara 

ilmiah, transparan, dan akuntabel, maka legitimasi sistem peradilan pidana akan meningkat. Ini 

sejalan dengan semangat reformasi hukum dan prinsip good governance dalam penyelenggaraan 

negara hukum (rechtstaat) (Purwono 2024). Dengan demikian, penerapan Scientific Crime 

Investigation (SCI) menjadi bagian integral dari upaya modernisasi sistem peradilan pidana di 

Indonesia. Pendekatan ilmiah dalam pembuktian tidak hanya menegakkan prinsip keadilan 

substantif, tetapi juga menumbuhkan rasa percaya masyarakat terhadap supremasi hukum.  

Dengan memperhatikan keseluruhan implikasi di atas, dapat ditegaskan bahwa penerapan 

Scientific Crime Investigation (SCI) telah membawa transformasi mendasar dalam sistem 

pembuktian hukum pidana Indonesia. Pendekatan ilmiah ini tidak hanya mengubah pola kerja 

aparat penegak hukum dari yang bersifat konvensional menuju metode berbasis bukti ilmiah, 

tetapi juga memperkuat fondasi hukum acara pidana yang menjunjung tinggi nilai kepastian 

hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Lebih jauh, Scientific Crime Investigation (SCI) menegaskan 

bahwa penegakan hukum modern tidak cukup hanya bertumpu pada rasionalitas normatif, 

melainkan harus disertai rasionalitas empiris yang dapat diuji melalui instrumen ilmiah dan 

teknologi. Dengan demikian, penerapan Scientific Crime Investigation (SCI) merupakan bentuk 

aktualisasi dari prinsip integrasi antara hukum dan ilmu pengetahuan (law and science integration) 

yang menjamin objektivitas serta akuntabilitas proses peradilan pidana. 

Oleh karena itu, keberlanjutan penerapan metode Scientific Crime Investigation (SCI) perlu dijamin 
melalui kebijakan hukum yang progresif, penguatan kapasitas institusional, serta peningkatan 
kualitas sumber daya manusia aparat penegak hukum. Upaya ini penting agar SCI tidak berhenti 
sebagai wacana akademik, tetapi benar-benar terimplementasi sebagai instrumen pembuktian 
utama dalam mewujudkan keadilan substantif di Indonesia. 

 
KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa: 
1. Metode Scientific Crime Investigation (SCI) memiliki dasar hukum yang kuat dalam sistem 

hukum pidana Indonesia. Landasan utamanya terdapat dalam KUHAP, Undang-Undang 
Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta berbagai 
peraturan pelaksana internal Polri yang menegaskan pentingnya pendekatan ilmiah dalam 
penyidikan. Scientific Crime Investigation (SCI) sejalan dengan prinsip pencarian kebenaran 
materiil sebagaimana diamanatkan oleh hukum acara pidana. Melalui pengaturan ini, 
pembuktian tidak lagi hanya bergantung pada pengakuan atau keterangan saksi, 
melainkan pada bukti ilmiah yang dapat diverifikasi dan dipertanggungjawabkan secara 
hukum maupun akademik.  

2. Penerapan metode Scientific Crime Investigation (SCI) telah menunjukkan efektivitas dalam 
memperkuat proses pembuktian delik pembunuhan. Tahapan penyidikan yang meliputi 
pengamanan TKP, pengumpulan dan analisis barang bukti, pemeriksaan forensik, hingga 
rekonstruksi digital telah membantu mengungkap fakta secara objektif. Bukti ilmiah 
seperti hasil uji DNA, visum et repertum, dan analisis laboratorium memberikan kontribusi 
nyata terhadap pembuktian yang lebih akurat dan rasional. Meskipun demikian, 
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pelaksanaan Scientific Crime Investigation (SCI) di lapangan masih menghadapi sejumlah 
kendala, antara lain keterbatasan sarana laboratorium forensik, kurangnya tenaga ahli, 
serta koordinasi antar aparat penegak hukum yang belum optimal. Oleh karena itu, 
diperlukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan infrastruktur agar penerapan 
Scientific Crime Investigation (SCI) dapat berjalan efektif dan konsisten di seluruh wilayah 
hukum Indonesia. 

3. Implikasi Penerapan Scientific Crime Investigation (SCI)  membawa perubahan paradigma 
dalam sistem pembuktian hukum pidana Indonesia. Pendekatan ilmiah ini memperkuat 
sistem pembuktian negatif menurut undang-undang (negatief wettelijk stelsel), karena 
bukti ilmiah memberikan dasar objektif bagi keyakinan hakim. Selain itu, Scientific Crime 
Investigation (SCI) berperan dalam mencegah salah vonis (wrongful conviction), 
menegakkan prinsip due process of law, serta memperkuat perlindungan terhadap hak 
asasi manusia. Dari sisi sosiologis, penerapan SCI juga meningkatkan kepercayaan publik 
terhadap lembaga penegak hukum, karena proses penyidikan dilakukan secara transparan, 
profesional, dan akuntabel. Dengan demikian, metode ini bukan hanya instrumen teknis, 
tetapi juga simbol modernisasi hukum pidana berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi 
yang mendukung terwujudnya keadilan substantif. 
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